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Henu Caesar Pradana. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Restribusi Tempat Wisata, Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Pancasakti Tegal. 2019.
Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal, 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal. 3). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal. 4). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi tempat wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal. 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Teknik Analisis Data dan uji hipotesis dapat dijelaskan dalam langkah-langkah sebagai berikut: Analisis Kontribusi, Pengujian Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Pengujian  Hipotesis dan Koefisien Determinasi.
Berdasarkan hasil uji parsial  pengaruh pajak hotel  terhadap terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,046 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal. Hasil uji parsial  pengaruh pajak restoran  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,028 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal. Hasil uji parsial  pengaruh pajak hiburan  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,049 < 0,05 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal. Hasil uji parsial  pengaruh retribusi tempat wisata  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,304 > 0,05 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh retribusi tempat wisata  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal. Variabel dependen yaitu pendapatan asli daetah dijelaskaan oleh variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan restribusi tempat wisata sebesar 95,2%. Sedangkan sisanya sebesar 4,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.







Henu Caesar Pradana. The Effects of Hotel Taxes, Restaurant Taxes, Entertainment Taxes, Tourist Attraction Fees, and Their Contribution to the Original Revenue of Tegal City. Faculty Of Economics And Business. Pancasakti University, Tegal. 2019.
This research aims 1). To find out and analyze the effect of hotel tax on the original income of Tegal City, 2). To find out and analyze the effect of restaurant tax on the original income of the City of Tegal. 3). To find out and analyze the effect of entertainment tax on the original income of the City of Tegal. 4). To find out and analyze the influence of tourist attraction fees on the original income of the City of Tegal.
The method used in data collection is the documentation method. Data Analysis Techniques and hypothesis testing can be explained in the following steps: Analysis of Contributions, Classical Assumptions Testing, Multiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing and Determination Coefficient.
Based on the partial test results of the effect of hotel tax on the original income of the city of Tegal obtained sig. of 0.046 <0.05, it can be concluded that there is an influence of hotel tax on the original income of the City of Tegal. The partial test results of the effect of restaurant tax on the original income of the Tegal City area obtained sig. of 0.028 <0.05, it can be concluded that there is an influence of hotel tax on the original income of the City of Tegal. The partial test results of the effect of entertainment tax on the original income of the City of Tegal obtained sig. of 0.049 <0.05 concluded that there is an influence of entertainment tax on the original income of the City of Tegal. The partial test results of the influence of tourist attraction fees on the original income of the city of Tegal obtained sig. of 0.304> 0.05, it was concluded that there is an influence of tourist attraction fees on the original income of the City of Tegal. The dependent variable is original income and is explained by the independent variables namely hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and tourist attraction fees of 95.2%. While the remaining 4.8% is influenced by other variables outside this study.
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Menghadapi tantangan persaingan global yang terjadi sekarang ini baik dalam maupun luar negeri, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan nasional yang berlangsung secara Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Apriani, 2012: 1).
Pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, karena untuk melaksanakan pembangunan di daerah, diperlukan adanya pemberian kewenangan untuk mengatur daerah sendiri atau otonomi daerah.  Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan  semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat (Saputra, 2018: 2).
Kota Tegal sebagai salah satu kota yang maju di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa mempunyai berbagai prestasi yang cukup membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Tegal menyatakan siap untuk lebih mendongkrak capaian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah. Strategi untuk lebih meningkatkan potensi sumber PAD diantaranya, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kemudian, peningkatan penyertaan modal serta pengelolaan kekayaan daerah melalui jasa giro, penjualan, sewa, dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah.
Permasalahan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang diterima pemerintah daerah Kota Tegal adalah masih belum stabilnya penerimaan PAD, sesuai dengan yang dianggarkan. Berikut ini adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008-2017:
Tabel 1.1













Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 prosentase capaian PAD Kota Tegal hanya sebesar 88,11%, pada tahun 2012 sebesar 96,10%, pada tahun 2018 sebesar 98,54% dan pada tahun 2016 sebesar 99,78% yang masih kurang dari 100% atau tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. 
Beberapa penelitian berkaitan dengan pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh para peneliti diantaranya dilakukan oleh Zahari (2016), Fikri (2018), Saputra (2018) dan Fatimah (2018) dengan hasil penelitian yang berbeda. Zahari (2016) membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2018), Saputra (2018) dan Fatimah (2018) membuktikan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dan retribusi tempat wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, dan pada penelitian ini akan diteliti pengaruh dari komponen pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, restribusi tempat wisata terhadap pendapatan asli daerah kota Tegal. Hal tersebut dikarenakan meskipun wilayah Kota Tegal tidak begitu Luas, tetapi Kota Tegal menjadi pusat investor dalam menanamkan modalnya. Ini dikarenakan Kota Tegal memiliki “medan magnet” bagi kota-kota disekitarnya.  Kondisi ini mempunyai pengaruh positif bagi pengembangan perdagangan di Kota Tegal.  Selain sebagai jalur perdagangan Jakarta - Jawa Tengah dan Jawa Timur tetapi juga sebagai pusat perbelanjaan, maka di Kota Tegal banyak berdiri hotel dan restoran serta tempat hiburan. Di Kota Tegal juga sudah banyak supermarket mall, minimarket bahkan pasar tradisional mulai tertata rapi.
Bertolak dari uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisa sejauh mana “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Restribusi Tempat Wisata, Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal”.
B.	Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang hendak ditelti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1.	Apakah terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal?
2.	Apakah terdapat pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal?
3.	Apakah terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal?
4.	Apakah terdapat pengaruh retribusi tempat wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal?
C.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1.	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
2.	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
3.	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
4.	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi tempat wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.

D.	Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1.	Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pendapatan asli daerah beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data pendukung bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
2.	 Manfaat Praktis
a.	Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Tegal dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang.











Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluasluasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2.	Pendapatan Asli Daerah
Sementara menurut Darise (2008: 135), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi pendapatan yang diterima daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.
Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (Halim, 2009: 96), yaitu:
a.	Pajak Daerah
Secara singkat dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak
b.	Retribusi daerah
Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan retribusi daerah sama dengan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. 
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan menurut Darise (2008: 136) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
1)	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2)	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3)	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. 
3.	Pajak Hotel
Hotel merupakan bagian yang integral dari usaha pariwisata yang menurut Keputusan Menparpostel disebutkan sebagai suatu usaha akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut (Sulastyono, 2016: 10):
a.	Kamar tidur (kamar tamu)
Kamar tidur terdiri dari berbagai tipe/jenis, yaitu:
1)	Single Bed Room
2)	Double Bed Room








Kegiatan – kegiatan itu adalah melaksanakan usaha pengembangan produk makanan dan minuman, merencanakan kegiatan – kegiatan yang dapat menarik tamu untuk makan dan minum di hotel, melakukan pembelian bahan makanan dan minuman, penyimpanan bahan makanan dan minuman, melakukan pengelohan, penyajian makanan dan minuman serta penghitungan produk.
c.	Pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti:
1)	Tempat-tempat rekreasi
Adalah tempat untuk berekreasi bagi pengunjung hotel yang bisa berupa tempat bermain bagi anak-anak.
2)	Fasilitas olah raga
Adalah fasilitas olahraga yang disediakan oleh pihak hotek untuk pengunjung misalnya  tenis, golf, fitnes, blliard, jogging, taman bermain anak, olah raga air (misal kolam renang).
3)	Fasilitas dobi (laundry) dsb.
Laundry adalah bagian dari housekeeping yang bertanggung jawab atas pencucian semua linen, baik itu house laundry maupun guest laundry yang melayani tamu-tamu hotel.
Jasa / fasilitas yang dapat ditawarkan oleh bidang perhotelan ini adalah (Alma, 2011:289):
a.	Khusus dalam bidang perhotelan yaitu fasilitas penyediaan / penyewaan kamar dan fasilitas penyediaan ruang konferensi.
b.	Menyangkut urusan keuangan, menyediakan penukaran valuta asing, safety box untuk keamanan harta benda bawaan konsumen.
c.	Urusan makanan, menyediakan kafetaria dan restoran.
d.	Bidang rekreasi, hiburan band,  menjual karcis tempat rekreasi, buku petunjuk obyek wisata, kios suvenir, tempat bermain anak-anak.
e.	Bidang hiburan, amusement, band, nyanyi dan tari.
f.	Bidang olahraga, kolam renang, ruang fitness.
g.	Bidang komunikasi/bisnis: telepon, fax, fotocopy.

4.	Pajak Restoran
Usaha Restoran saat ini semakin popular baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran kota. Menurut Gregoire (2010: 11-12) komersial restoran terbagi dalam beberapa macam, antara lain:




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Restoran adalah
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang
dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Menurut Siahaan (2005:45) dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berkut 
a.	Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga
dan katering.
b.	Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa
pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya
melakukan usaha di bidang rumah makan.
c.	Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai
pembayaran kepada pemilik rumah makan.
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan restoran atau dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
Dengan kata lain, pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang
diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).
Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili
oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan
daerah tentang pajak daerah.
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di
tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan,
cafe, bar, dan sejenisnya. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah
pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak




Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: 
a.	Tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b.	Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen) 
c.	Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen); 
d.	Pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen); 
e.	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen); 
f.	Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen); 
g.	Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen); 
h.	Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen); 
i.	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 
j.	Pertandingan olah raga berbagai cabang olah raga sebesar 15% (lima belas persen).

6.	Retribusi Tempat Wisata
Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat, sifat tersebut adalah:
a.	Retribusi yang sifatnya umum
b.	Retribusi yang pungutannya bertujuan
Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Prakoso, 2013 : 129).
a.	Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
1)	Subjek Retribusi Jasa Umum
2)	Objek Retribusi Jasa Umum
3)	Jenis Retribusi Jasa Umum
b.	Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
1)	Objek Retribusi Jasa Usaha
2)	Jenis Retribusi Jasa Usaha
c.	Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
1)	Subjek Retribusi Perizinan Tertentu
Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu
2)	Objek Retribusi Perizinan Tertentu
Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan  yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3)	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan sebagai berikut:
a)	Retribusi izin mendirikan bangunan




Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 
Harga ini akan menentukan tingkat permintaan sehingga sesuai dengan penawaran, dan akan memberikan isyarat dan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan penawaran dinaikkan sesuai dengan permintaan (Mardiasmo, 2011: 154). 
Tanpa melupakan semua masalah ini, dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga disektor masyarakat. Pada akhirnya, soal harga ini menyangkut soal mencari keseimbangan antara manfaat dan kerugian dalam menggunakan sumber daya secara keseluruhan akibat penyimpangan dari asas harga sama dengan biaya tambahan (Mardiasmo, 2011: 157)

B.	Studi Penelitian Terdahulu




Nama Peneliti	Judul Penelitian	Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
M. Zahari MS (2016)	Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun	Analisis regresi Berganda	Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpangaruh terhadap peningkatan pendapatan asli
daerah. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpenagaruh signifikan sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan.	Persamaan:Persamaanya pada variabel pendapatan asli daerah.Perbedaan:Perbedaanya adalah pada penelitian Saya menggunakan variabel pajak hotel, pajak restoran dan retribusi tempat wisata, penelitian Zahari menggunakan variabel bebas pajak dan retribusi daerah.
Zainul Fikri  (2018)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016)	Analisis regresi Berganda	Hasil penelitian membuktikan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu.	Persamaan:Persamaanya pada variabel pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah.Perbedaan:Perbedaanya adalah pada penelitian Saya menambahkan variabel retribusi tempat wisata, penelitian Fikri menambahkan variabel pajak hiburan.
Rian Saputra (2018)	Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata Dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012-2016	Analisis regresi Berganda	Jumlah jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata dan retribusi obyek wisata berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun secara simultan. 	Persamaan:Persamaanya pada variabel retribusi obyek wisata dan pendapatan asli daerah.Perbedaan:Perbedaanya adalah pada penelitian Saya menambahkan variabel pajak hotel, pajak restoran, penelitian Saputra menambahkan variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata.
Reni Dyah Ayu Nur Fatimah (2018)	Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan TarifObyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli DaerahKabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015	Analisis regresi Berganda	Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif
Obyek Wisata berpengaruh secara simultan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Secara parsial Penerimaan Retribusi berpengaruh positif terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD).Penetapan Tarif Obyek Wisata secara parsial tidak berpengaruh terhadap





1.	Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemungutan pajak daerah membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah daerah harus jeli melihat sumber pajak daerah yang paling berpotensi didapatkan pada daerah tersebut, sehingga pajak daerah memberikan sumbangsih yang berarti untuk pembangunan daerah (Fatimah, 2018: 11). 
Banyaknya hotel bisa meningkatkan pendapatan pajak hotel dan dapat menymbankan pendapatan asli daerah (Saputra, 2018:5).

2.	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi yang paling besar seiring dengan semakin maraknya sektor perdagangan dan pariwisata adalah Pajak Restoran. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya kedua sektor bisnis tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan undang-undang dan mengeluarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, dimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah dipisahkan sebagai sumber pajak daerah yang berdiri sendiri, dimana masing-masing memberi kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan suatu daerah (Apriani, 2012: 6).
Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerimaan Pajak Restoran sangat menjanjikan sebagai memiliki kontribusi paling besar dalam. Pajak Restoran karena setiap tahunnya Pajak Restoran mampu memberikan sumbangsih (Fikri, 2018:14).

3.	Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dengan banyaknya tempat hiburan di Kota Tegal, dapat dikenai pajak, seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan parkir. Potensi yang ada tersebut jika dikelola secara maksimal dapat digunakan untuk mencukupi belanja rutin daerah setiap tahunnya. Sejalan dengan Kota Tegal setiap tahunnya berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi. Usaha tersebut berupa peningkatan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama daerah sendiri. Hal  kepada pemerintah pusat dalam pembiyaan pembangunan daerah. Karena pentingnya pajak bagi suatu pemerintah daerah, pajak menjadi faktor krusial bagi suatu daerah untuk membangun daerahnya sendiri yang berpotensi disalah gunakan oleh beberapa pihak demi kepentingan sendiri.
Kota Tegal terkenal sebagai kota metropolitan yang menjadi seperti Kabupaten Tegal, Brebes dan Pemalang.  pusat hiburan, dan mempunyai potensi yang cukup besar. Pengelolaan tempat hiburan masyarakat.

4.	Pengaruh Retribusi Tempat Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah daerah diberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat luas untuk menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah yang mampu menunjang pendapatan asli daerah, salah satunya dari retribusi tempat wisata tuntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli suatu daerah (Fatimah, 2018:12).
Sektor  pembangunan di bidang ekonomi. Perkembangan pariwisata berdampak bagi di sekitarnya, salah satunya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan daerah (Sulastyono, 2016:87). Menurut Saputra (2018:6) pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

























Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini,  yaitu :
H1	:	Terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
H2 	: 	Terdapat pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
H3 	: 	Terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.








Metode (method), secara harfiah berarti cara. Metode berasal dari Bahasa Yunani “Methodos’’ yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Sugiyono, 2010: 1). Penelitian atau riset berasal dari bahasa inggris research yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan (Sukmadinata, 2009: 11).  Menurut Sugiyono (2010:1) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif karena Penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

B.	Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Tegal dengan mengambil data di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
C.	Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi yang ada pada buku-buku teks. Definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel yang diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan Definisi konseptual dan operasional dari variabel dari penelitian ini adalah :
1.	Pendapatan asli daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 
2.	Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3.	Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran
4.	Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan
hiburan.
5.	Retribusi tempat wisata adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu obyek wisata. 





1.	Pendapatan asli daerah	Penerimaan yang digunakan untuk keperluan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah	Rupiah (Rp.)
2.	Pajak Hotel 	Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel	Rupiah (Rp.)
3.	Pajak restoran	pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran	Rupiah (Rp.)
4.	Pajak hiburan	Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan	Rupiah (Rp.)
5.	Retribusi tempat wisata	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin suatu obyek wisata	Rupiah (Rp.)

D.	Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah proses dalam penelitian yaitu mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengutip atau mencatat secara langsung data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Data diambil dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal. 

E.	Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis  dengan  menggunakan perhitungan statistik yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver 17. 
1.	Analisis Kontribusi
Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu atau retribusi tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengidentifikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Rumus Kontribusi menurut Halim (2009:87) adalah :

Dimana :
X = realisasi penerimaan pajak / realisasi penerimaan retribusi
Y = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

2.	Pengujian Asumsi Klasik
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian normalitas, multikolinierritas, autokorelasi dan heterokedastisitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:110)
a.	Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka vaariabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame variabel independen sama dengan nol. Multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan direges terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai yang rendah sama dngan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai missal nilai tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. Walaupun Multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi (Ghozali, 2011: 105).
b.	Uji Autokorelasi
Menurut Singgih Santoso (2012:241) tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan, dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu (Santoso, 2012:241). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012: 242):.
a.	Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
b.	Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada Autokorelasi
c.	Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokoreasi negatif
c.	Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). 
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residulnya SRESID. Deteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, daan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis :
1)	Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindifikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.
2)	Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011: 39). 
d.	Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik non parametrik one sample kolmogorov smirnov.  Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji one sample kolmogorov smirnov adalah bahwa jika probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut normal  (Ghozali, 2016:90)
3.	Analisis Regresi Linier Berganda




Ŷ   	=  Pendapatan Asli Daerah
a    	=	Konstanta, merupakan bilangan yang tidak terpengaruh besar kecilnya variabel independen.









Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual   dalam   menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antara	variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2011: 99) : 
a.	Jika nilai signifikan  < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel indpenden terhadap variabel dependen.
b.	Jika nilai signifikan  > 0,05 maka Ho diterima  yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel indpenden terhadap variabel dependen
5.	Koefisien Determinasi (R Square)







A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.	Sejarah Kota Tegal
Kota Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama “Teteguall” yang pada tahun 1530 telah nampak kemajuannya dan termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Trah (Kerajaan) Pajang. Ada beberapa sumber mengatakan sebutan teteguall  diberikan seorang pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500 –an (Suputro, 1955) yang memiliki arti tanah subur  yang mampu menghasilkan tanaman pertanian.
Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi sejarah tlatah Kota Tegal tidak lepas dari ketokohan  Ki Gede Sebayu. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan budaya agama islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung (Bupati) itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan peraturan Daerah No.5 tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988
2.	Keadaan Geografi Kota Tegal
Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa.Secara astronomis terletak pada 109008’ sampai 109010’ garis Bujur Timur dan 6050’ sampai 6053’ garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan Kabupaten Tegal dan sebelah barat Kabupaten Brebes. Di sebelah Utara Kota tegal berbatasan langsung dengan  Laut Jawa.
Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang berasal dari Kabupaten Tegal, ditambah dengan wilayah Kabupaten Brebes, yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semar”. Luas wilayah saat ini adalah 39,68 km2, atau sekitar 0,11% dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan, dengan wilayah Kecamatan terluas Tegal Barat yaitu sebesar 15,13 km2 atau sekitar 38,13% luas wilayah Kota Tegal
3.	Topografi dan Iklim  Kota Tegal
Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat.Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa.Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun lembah. Sedangkan untuk keberadaan sungai, Kota Tegal dialiri empat sungai yang melewati 16 kelurahan (59,26 persen). Empat sungai tersebut adalah Ketiwon, Kaligangsa, Gung dan Kemiri.
Kelembaban udara berkisar antara 71,00% hingga 85,00%, dengan curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi di bulan Januari-Februari dan November- Desember. Kondisi tersebut berlawanan dengan persentase penyinaran matahari pada tiap bulannya. Pada bulan dengan curah ujan tinggi, persentase penyinaran
matahari cenderung rendah. Sedangkan pada bulan dengan curah hujan rendah maka persentase penyinaran matahari cukup tinggi.
Kecepatan angin tahun 2017,  berkisar antara 3,00 knot (bulan Maret) hingga 5,00 knot (bulan AgustusOktober). Angka tersebut cukup rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 kecepatan angin mencapai 4,30 knot, tahun 2016 turun menjadi 3,70 knot. Pada tahun 2017 rata-rata kecepatan angin mengalami mengalami kenaikan yaitu menjadi 4,10 knot.
4.	Aspek Kependudukan
Penduduk Kota Tegal tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk
sebanyak 248.094 jiwa yang terdiri atas 112.817 jiwa penduduk laki-laki dan 125.277 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kota Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen. Kecamatan dengan pertumbuhan paling besar adalah Tegal Timur. Laju pertumbuhan penduduk Tegal Timur per tahun 2010-2016 sebesar 0,81 persen, sedangkan laju pertumbuhan 2016-2017 adalah 0,69 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk Kota Tegal tahun 2017 sebesar 98,04. Kepadatan penduduk di Kota Tegal tahun 2017 mencapai 6.252 jiwa/km2. 
Kecamatan Tegal Timur memiliki kepadatan paling tinggi dibanding kecamatan lain yaitu mencapai 12.360  jiwa/km2. Kondisi ini terjadi karena wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat pendidikan di Kota Tegal. Jika dilihat menurut kelompok umur jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama Kondisi ini mengindikasikan rendahnya tingkat fertilitas dan mortalitas di Kota Tegal. 
Di Kota Tegal banyak pekerja di sektor informal yang bekerja musiman, seperti misalnya nelayan  dan pedagang “Warteg”. Jika nelayan bekerja musiman karena cuaca, para pekerja “Warteg” biasanya memiliki waktu bekerja dan libur secara bergantian (aplusan). Periode waktu yang  disepakati juga beragam. Kondisi ini terlihat pada fluktuasi jumlah angkatan kerja dari tahun 2010 hingga 2017. Fluktuasi tersebut terjadi karena para pekerja musiman dengan mudah keluar masuk kategori angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2017, dari 188.052 penduduk usia 15 tahun keatas 33,66 persen (63.316 penduduk) masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Penduduk yang masuk kelompok tersebut sebagian besar memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, yaitu 39.965 penduduk (63,78 persen dari jumlah (bukan angkatan kerja). 
Sebagian besar penduduk yang masuk dalam kelompok tersebut adalah perempuan 15 tahun keatas karena mengurus rumah tangga yaitu 85.71 persen atau sejumlah 34.254 perempuan. Kondisi ini sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, dimana laki-laki memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi (82,32 persen) dibanding perempuan (48,74 persen). Penduduk yang masuk kelompok angkatan kerja sebagian besar telah menamatkan pendidikan SMA (36.890 penduduk). Penduduk dengan jenjang pendidikan SD dan SMA mendominasi kelompok angkatan kerja di Kota Tegal. Jika dilihat lebih jauh pada masing-masing level pendidikan, akan menarik jika dibandingkan jumlah pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. Pada level pendidikan yang lebih rendah angka pengangguran akan cenderung kecil, bahkan nol untuk penduduk yang tidak/belum pernah sekolah. Angka pengangguran terbuka meningkat sejalan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Tetapi pola tersebut terhenti hanya sampai jenjang SMA. Pada pendidikan diatas SMA, ada pola yang berlainan antara pendidikan Diploma dan Universitas. 
Pada pendidikan Diploma jumlah pengangguran terbuka cenderung kecil, bahkan secara persentase lebih kecil (5,57 persen)  dibandingkan Tidak/Belum Tamat SD (11,01 persen) hingga jenjang SMA (12,13 persen).  sedangkan untuk Universitas meskipun secara absolut lebih rendah, tetapi jika dilihat persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja, nilainya lebih tinggi (14,83 persen) dibanding jenjang SMA. Kelompok angkatan kerja di Kota Tegal yang berstatus bekerja, sebagian besar berada pada kelompok umur 15-49 tahun, dengan lapangan usaha Perdagangan dan Akomodasi Konsumsi. Jumlah jam kerja yang mereka gunakan pada seluruh pekerjaan maupun pekerjaan utama, mayoritas di atas 35 jam seminggu, dengan status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai yaitu 53,60 persen atau 59.464 penduduk
5.	Aspek Pemerintahan
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Satuan
Kerja Perangkat daerah (SKPD) bertugas membantu penyusunan
kebijakan, koordiasi dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. Rukun Warga (RW) merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. RW dibagi lagi kedalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu Rukun Tetangga (RT).
Secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27
kelurahan, yaitu:
a.	Tegal Selatan, terdiri dari 8 kelurahan yaitu Kalinyamat Wetan,
Bandung, Debong Kidul, Tunon, Keturen, Debong Kulon, Debong
Tengah dan Randugunting.
b.	Tegal Timur, terdiri dari 5 kelurahan yaitu Kejambon, Slerok, Panggung,
Mangkukusuman dan Mintaragen.
c.	Tegal Barat, terdiri dari 7 kelurahan yaitu Pesurungan Kidul, Debong Lor, Kemandungan, Pekauman, Kraton, Tegalsari dan Muarareja.
d.	Margadana, terbagi menjadi 7 kelurahan yaitu Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, kalinyamat Kulon, Sumurpanggang dan Pesurungan Lor.
Untuk mempermudah dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat, wilayah-wilayah tersebut terbagi lagi kedalam 163 Rukun Warga (RW) dan 1.100 Rukun Tetangga (RT). Pada pelaksana harian pemerintahan, Kota Tegal memiliki 243 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kecamatan dan kelurahan, serta 3.474 PNS di lingkungan  dinas/instansi pemerintah. Jika dilihat komposisi seluruh PNS menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding pegawai perempuan yaitu 1.872 laki-laki (53,89 persen) dan 1.845 perempuan (46,11 persen). Untuk PNS di kecamatan dan kelurahan jumlah pegawai laki-laki lebih besar dibanding pegawai perempuan, yaitu laki-laki 173 pegawai sedangkan perempuan hanya 70 pegawai. Sebagian besar PNS memiliki pendidikan terakhir Sarjana yaitu sejumlah 2.155 pegawai (57,97 persen). Menurut kepangkatan, pegawai dengan golongan III ke atas mencapai 79,46 persen dari keseluruhan pegawai. Pegawai dengan golongan III berjumlah 1.882 pegawai, sedangkan golongan IV sejumlah 1.043 pegawai (28,06 persen).

B.	Data Penelitian





Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan hasil mengenai analisis statistic sebagai berikut :
1.	Pendapatan Asli Daerah




Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa pajak hotel di Kota Tegal yang terendah adalah sebesar 787.784.529, sedangkan yang tertinggi sebesar 2.978.393.382. Nilai rata-rata pajak hotel di Kota Tegal adalah sebesar 1.512.573.707,63, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 914.086.001,85.

3.	Pajak Restoran
Usaha Restoran saat ini semakin popular baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa pajak restoran di Kota Tegal yang terendah adalah sebesar 3.371.622.526, sedangkan yang tertinggi sebesar 15.326.098.629. Nilai rata-rata pajak restoran di Kota Tegal adalah sebesar 6.313.592.555,25, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 4.205.684.449.

4.	Pajak Hiburan
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa pajak hiburan di Kota Tegal yang terendah adalah sebesar 669.152.961, sedangkan yang tertinggi sebesar 6.677.625.127. Nilai rata-rata pajak hiburan di Kota Tegal adalah sebesar 6.313.592.555,25, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 42.148.597.858,7

5.	Retribusi Wisata
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa retribusi tempat wisata di Kota Tegal yang terendah adalah sebesar 843.461.739, sedangkan yang tertinggi sebesar 1.889.577.100. Nilai rata-rata retribusi tempat wisata di Kota Tegal adalah sebesar 6.313.592.555,25, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 427.070.368,89.
C.	Hasil Pengujian Hipotesis
Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis  dengan  menggunakan perhitungan statistik yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver 22. 
1.	Pengujian Asumsi Klasik
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian normalitas, multikolinierritas, autokorelasi dan heterokedastisitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:110)
a.	Uji Multikolinieritas






Dari hasil perhitungan uji asumnsi klasik pada bagian collinearity statistic terlihat untuk empat variabel independen, angka VIF yaitu sebesar 2,549; 1,244; 2,250; dan 1,870 yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas
b.	Uji Autokorelasi
Untuk pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin Watson hanya digunakan autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan masyarakatkan adanya intercept (konstanta) independen. Menurut Santoso (2009: 83), untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, melalui metode tabel durbin watson yang dapat dilakukan melalui program SPSS, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu:
1)	Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif
2)	Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif.





Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS  menunjukkan hasil sebesar 1,927. Angka hasil pengujian durbin watson tersebut berada diantara -2 sampai dengan +2, yang berarti tidak ada masalah autokorelasi dalam penelitian ini.
c.	Uji Heteroskedastisitas






Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik non parametrik one sample kolmogorov smirnov.  Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji one sample kolmogorov smirnov adalah bahwa jika probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut normal  (Ghozali, 2016:90)
Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi kolmogorov smirnov dengan unstandardized residual diperoleh nilai sebesar 0,125. Perbandingan antara probability dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai probability lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal

2.	Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  Di katakan linier  karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. 
Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Berganda


Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda didapat persamaan regresi Y = 4,208 + 1,604 X1 + 0,064 X2 + 1,012 X3 + 0,401 X4 +e. Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan  bahwa:
a.	Nilai konstanta sebesar 4,208 menunjukkan jika variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi tempat-tempat wisata tidak dimasukkan dalam model regresi atau bernilai nol, maka nilai pendapatan asli daerah sebesar 4,208.
b.	Nilai koefisien pajak hotel (X1) sebesar 1,604 menunjukkan apabila nilai pajak hotel naik, maka nilai pendapatan asli daerah akan naik sebesar 1,604 dengan asumsi bahwa nilai pajak restoran, pajak hiburan dan teribusi tempat wisata adalah tetap atau tidak berubah.
c.	Nilai koefisien pajak restoran (X2) sebesar 0,064 menunjukkan apabila nilai pajak restoran naik, maka nilai pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0,064 dengan asumsi bahwa nilai pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi tempat wisata adalah tetap atau tidak berubah.
d.	Nilai koefisien pajak hiburan (X3) sebesar 1,012 dengan asumsi bahwa nilai pajak hotel, pajak restoran dan retribusi tempat wisata adalah tetap atau tidak berubah.
e.	Nilai koefisien retribusi tempat wisata (X4) sebesar 0,401 menunjukkan apabila nilai pajak hiburan naik, maka nilai pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0,401 dengan asumsi bahwa nilai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan adalah tetap atau tidak berubah.
3.	Pengujian  Hipotesis




a.	Dari hasil uji parsial  pengaruh pajak hotel  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,046 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
b.	Dari hasil uji parsial  pengaruh pajak restoran  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,028 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
c.	Dari hasil uji parsial  pengaruh pajak hiburan  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,049 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
d.	Dari hasil uji parsial  pengaruh retribusi tempat wisata  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,304 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  terdapat pengaruh retribusi tempat wisata  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
4.	Koefisien Determinasi (R Square)
Uji R Square yaitu suatu uji untuk mengukur kemampuan variabel bebas dalam menerapkan variabel tidak bebas. Dimana R² berkisar antara 0<R²<1. Semakin besar R² (mendekati 1), maka variabel bebas semakin dekat hubungannya dengan variabel tidak bebas, dengan kata lain model tersebut dianggap baik. Koefisien determinasi mempunyai suatu besaran yang digunakan untuk mengukur garis kebaikan (goodness of fit) secara verbal, untuk ukuran proporsi atau prosentase total variabel dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi.
Tabel 4.7
Hasil Analisis Koefisien Determinasi


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besarnya nilai R Square (R2) sebesar 0,952 yang berarti besarnya pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, restribusi tempat wisata secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal adalah sebesar 95,2% sedangkan sisanya sebesar 4,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

D.	Pembahasan
1.	Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemungutan pajak daerah harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah daerah harus jeli melihat sumber pajak daerah yang paling berpotensi didapatkan pada daerah tersebut, sehingga pajak daerah memberikan sumbangsih yang berarti untuk pembangunan daerah (Fatimah, 2018: 11). 
Banyaknya hotel bisa meningkatkan pendapatan pajak hotel dan dapat menyumbankan pendapatan asli daerah (Saputra, 2018:5).
Jika dilihat dari data penelitian, maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel di Kota Tegal setiap tahun cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dimana kenaikan pajak hotel tersebut sejalan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri (2018) yang membuktikan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi yang paling besar seiring dengan semakin maraknya sektor perdagangan dan pariwisata adalah Pajak Restoran. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya kedua sektor bisnis tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan undang-undang dan mengeluarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, dimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah dipisahkan sebagai sumber pajak daerah yang berdiri sendiri, dimana masingmasing memberi kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan suatu daerah (Apriani, 2012: 6).
Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerimaan Pajak Restoran sangat menjanjikan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena setiap tahunnya Pajak Restoran mampu memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi penerimaan daerah (Fikri, 2018:14). Jika dilihat dari data penelitian, maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Tegal setiap tahun cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dimana kenaikan pajak restoran tersebut sejalan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri (2018) yang membuktikan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.	Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dari hasil uji parsial  pengaruh pajak hiburan  terhadap terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,049 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
Dengan banyaknya tempat hiburan di Kota Tegal, dapat dikenai pajak, seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan parkir. Potensi yang ada tersebut jika dikelola secara maksimal dapat digunakan untuk mencukupi belanja rutin daerah setiap tahunnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Tegal setiap tahunnya berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi. Usaha tersebut berupa peningkatan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pembiyaan pembangunan daerah. Karena pentingnya pajak bagi suatu pemerintah daerah, pajak menjadi faktor krusial bagi suatu daerah untuk membangun daerahnya sendiri yang berpotensi disalah gunakan oleh beberapa pihak demi kepentingan sendiri.
Kota Tegal terkenal sebagai kota metropolitan yang menjadi magnet bagi daerah sekitarnya seperti Kabupaten Tegal, Brebes dan Pemalang.  Kota Tegal merupakan salah satu pusat hiburan, dan mempunyai potensi yang cukup besar. Pengelolaan tempat hiburan Jika dilihat dari data penelitian, maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Tegal setiap tahun cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dimana kenaikan pajak hiburan tersebut sejalan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri (2018) yang membuktikan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.	Pengaruh Retribusi Tempat Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dari hasil uji parsial  pengaruh retribusi tempat wisata  terhadap terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,304 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan retribusi tempat wisata  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
Pemerintah daerah diberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat luas untuk menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah yang mampu menunjang pendapatan asli daerah, salah satunya dari retribusi tempat wisata. Bidang pariwisata mempunyai peran yang cukup penting dan strategi bagi pengembangan suatu daerah terlebih dengan adanya era otonomi daerah, dimana setiap daerah di tuntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli suatu daerah (Fatimah, 2018:12).
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Perkembangan pariwisata berdampak bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, salah satunya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan daerah (Sulastyono, 2016:87).
Dalam penelitian ini retribusi tempat wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dikarenakan masih kurangnya tempat wisata/obyek wisata yang ada di Kota Tegal. Jika dilihat dari data penelitian, maka dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi wisata memang mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut masih relative kecil, dimana kenaikan penerimaan retribusi wisata  tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.








Beberapa kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah :
1.	Dari hasil uji parsial  pengaruh pajak  hotel  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,046 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
2.	Dari hasil uji parsial  pengaruh pajak restoran  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,028 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
3.	Dari hasil uji parsial  pengaruh pajak hiburan  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,049 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
4.	Dari hasil uji parsial  pengaruh retribusi tempat wisata  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal diperoleh nilai sig.  sebesar 0,304 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh retribusi tempat wisata  terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.
5.	Variabel dependen yaitu pendapatan asli daetah dijelaskaan oleh variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan restribusi tempat wisata sebesar 95,2%. Sedangkan sisanya sebesar 4,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
B.	Saran
Beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini   adalah :
1.	Untuk Pemerintahan Kota Tegal diharapkan dapat memaksimalkan pajak hotel dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel.
2.	Untuk Pemerintahan Kota Tegal diharapkan dapat memaksimalkan pajak restoran dengan cara selalu melakukan pendataan terhadap restoran atau pun rumah makan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha restoran, serta petugas yang ditugaskan hendaknya melakukan pendata dan pendaftaran sesuai dengan data yang sebenarnya.
3.	Untuk Pemerintahan Kota Tegal diharapkan dapat memaksimalkan pajak hiburan dengan melakukan sosialisasi, edukasi sekaligus negosiasi tentang besaran tarif pajak hiburan yang akan dibebankan kepada pengusaha tempat hiburan malam dan karaoke agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Para pengusaha juga tidak merasa terbebani dan dirugikan dengan besaran tarif pajak yang berlaku tetapi pemerintah daerah masih dapat memberlakukan besaran tarif pajak yang dirasa cukup dan adil serta dapat mendukung terwujudnya tujuan pemerintah dalam menekan tingkat konsumtif masyarakat.
4.	Untuk Pemerintahan Kota Tegal diharapkan dapat memaksimalkan potensi
wisata yang dimiliki sehingga dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli
Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat
5.	Untuk Dinas Pendapatan Kota Tegal diharapkan dapat meningkatkan
kinerjanya terutama dalam pemungutan pajak daerah, utamanya pada
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dikarenakan kontribusi terhadap PAD masih cenderung rendah.
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Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
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